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TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | :
|

BUPATI TAKALAR,

R e e e e

Menimbang bahwa untuk melaksanakan lketentuan Pasal 83 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunj;uk
teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; |

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19359 tenta{ng

e, Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran
. : Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaﬁng
‘ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
| Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679); . |

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor' 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

54935);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 ‘Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); _




S. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah ~Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daelah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik Indone!sia
Tahun 2007 Nomor 82)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694)

?

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

?

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Bupati adalah Bupati Takalar.
Daerah adalah Kabupaten Takalar.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Camat, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di kabupaten
Takalar.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praka_rsg
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan, Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pemba_nguna;n
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. i
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. |
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwalcdan wilayah dan dltetapkan
secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yvang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di
desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan tekmologi,
serta permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 {satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian
dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.




22.

23.

24

25.

26.

27.

(1)

Keuangan Desa adalah‘semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang syah.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten dalam Ariggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

Pasal 2

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong.

Masyarakat Desa berhak melakukan peémantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh
pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah kabupaten.

Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping
profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(1)

BAB I
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun; dan :



(2)

(1)

(2)

(3)

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa.

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam
jangka waktu paling lama'3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:
penetapan dan penegasan batas Desa;
pendataan Desa;
penyusunan tata ruang Desa;
penyelenggaraan musyawarah Desa;
pengelolaan informasi Desa;
penyelenggaraan perencanaan Desa;
penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
J- kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan
Desa antara lain:
. tambatan perahu;
jalan pemukiman;
jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
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C.

e.

IR e oo opy

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan antara lain:

taman bacaan masyarakat;

pendidikan anak usia dini;

balai pelatihan /kegiatan belajar masyarakat;

pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi
Desa.

b

. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
pasar Desa,;

pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

penguatan permodalan BUM Desa;

pembibitan tanaman pangan;

penggilingan padji;

lumbung Desa;

pembukaan lahan pertanian;

pengelolaan usaha hutan Desa;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10.kapal penangkap ikan;

11. cold storage (gudang pendingin);

12.tempat pelelangan ikan;

13.tambak garam:;

14.kandang ternak;

15.instalasi biogas; -

16.mesin pakan ternak;

17.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;

2. pembuatan terasering;

3. pemeliharaan hutan bakau;

4. perlindungan mata air;
5
6
7

R ol

. pembersihan daerah aliran sungai;
. perlindungan terumbu karang; dan
. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

idang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

pembinaan lembaga kemasyarakatan;

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
pembinaan kerukunan umat beragama;

pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

pembinaan lembaga adat;

pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

(5) B1dang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a.

b.
c.

d.

pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

pelatihan teknologi tepat guna;

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa,
dan Badan Pemusyawaratan Desa;

peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

kader pemberdayaan masyarakat Desa;

kelompok usaha ekonomi produktif;

kelompok perempuan,

kelompok tani,

kelompok masyarakat miskin,

GhWo




(1)
(2)

(3)

peop

(3)

(5)

kelompok nelayan,

kelompok pengrajin,

kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
kelompok pemuda;dan

0. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

p M0 100 SSNEh

Pasal 7

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan
kegiatan kabupaten.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:

. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;

. pengkajian keadaan Desa;

- penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
penyusunan rancangan RPJM Desa;

penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.

o0 TP

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

kepala Desa selaku pembina;

sekretaris Desa selaku ketua;

ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat
lainnya.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang
dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.
b.
o
d

penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
penyempurnaan rancangan RPJM Desa.



(1)
(2)

(3)

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf a.
Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten
dengan pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah
kebijakan pembangunan kabupaten.

Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;

b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;

d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan

e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 11

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan
pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan
yang akan masuk ke Desa.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

?

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan data Desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Desa.




Pasal 13

(1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a

dilakukan melalui kegiatan: :
a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam,
sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial
budaya yang ada di Desa.

(3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format data Desa.

(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran
laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 14

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan
sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 15

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara
partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber
data dan informasi.

{2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur
masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:

tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

kelompok tani;

kelompok nelayan;

kelompok perajin;

. kelompok perempuan;

kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

kelompok masyarakat miskin;dan -

kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat Desa.

(4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah
dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 16

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan
cara diskusi kelompok secara terarah.

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa
Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk
menggali gagasan masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian
gagasan.

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, tim penyusun RPJM Desa dapat
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
masyarakat Desa.

Pasal 17

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16.

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format usulan rencana kegiatan.

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

data Desa yang sudah diselaraskan;

data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan

rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat.
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Pasal 19

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian
keadaan Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa
setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Pasal 20

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung
sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.




(1),

Pasal 21

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan

menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan
misi kepala Desa; dan

c. rencana  prioritas  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf ¢, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi

berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2],

membahas sebagai berikut:

laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun,

sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat
Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama
Desa dengan pihak ketiga.
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Pasal 22

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi
pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita
acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format rancangan RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tm
penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 24

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun
oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 23.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala
Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa.



Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

Pasal 25

Kepala Desa menyclenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur
masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

j- perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
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Pasal 26

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 27

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan
dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran
rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang
RPJM Desa.

Pasal 28

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau




b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah
provinsi, dan/atau Pemerintah daerah kabupaten.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan

disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan

selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bagian ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan
rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 30

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
kegiatan yang meliputi:
a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk
ke Desa
d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
. Penyusunan rancangan RKP Desa;
Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan
Desa;
. Penetapan RKP Desa;
. Perubahan RKP Desa; dan
Pengajuan daftar usulan RKP Desa.
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Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 31

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.

Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.




Pasal 32

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan

kegiatan sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

¢. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang
dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat berasal dari

warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam

berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala

Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. kepala Desa selaku pembina;

b. sekretaris Desa selaku ketua;

c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan

d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat,
kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, paling sedikit 7 (tujuh) dan

paling banyak 11 (sebelas) orang.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan

perempuan.

Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni

tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.
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(1)

pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke
desa;

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

penyusunan rancangan RKP Desa; dan

penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke
Desa

Pasal 35

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang:

a. pagu indikatif Desa; dan

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa.



(2)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa
dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 36

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:

a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

b.rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan

yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:

a. rencana Kerja pemerintah kabupaten;

b.rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten;

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam

format pagu indikatif Desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam

format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal

Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 37

Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi
keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa
dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak
keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana
tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, menjadi dasar bagi tim
penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.




Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
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(1)
(2)

hasil kesepakatan musyawarah Desa;

pagu indikatif Desa;

pendapatan asli Desa;

rencana Kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten;

Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 40

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa
sesuai jenis rencana kegiatan.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
meliputi:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. anggota pelaksana.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan
perempuan.

Pasal 41

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja
sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau
unsur masyarakat Desa.

Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang

pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat

daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau
tenaga pendamping profesional. _

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

format rancangan RKP Desa.

Pasal 42

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana
kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.




(2)

(3)

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para
kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
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Pasal 44

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan daftar usulan RKP Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim
penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 45

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44.

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanean Pembangunan Desa

Pasal 46

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur
masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

. perwakilan kelompok perempuan;
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(4)

1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1} memuat

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas

program dan kegiatan yang didanai:

a. pagu indikatif Desa;

b. pendapatan asli Desa;

c. swadaya masyarakat Desa;

d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah kabupaten.

Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang

meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

¢. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

pendayagunaan sumber daya alam,;

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan

peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
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Pasal 48

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan
dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran
rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP
Desa.



(1)

(2)

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa

Pasal 49

RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
daerah provinsi, dan/atau Pemerintah daerah kabupaten.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, kepala Desa melaksanakan

kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan
terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/ateu pemerintah daerah kabupaten;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena

dampak terjadinya: perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;

menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
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Pasal 50

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
49.

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus
dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa
tentang RKP Desa perubahan.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam
penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 51

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 kepada bupati melalui camat.

Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 31 Desember tahun berjalan.




(3)

Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi
pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan
kabupaten.

Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan
daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah
diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling
lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB IiI
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan
oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa
dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 53

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program
daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam
pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat
dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada
Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang
diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari
teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan
keberatan dimaksud.

Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada bupati melalui camat.




Pasal 54

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program
daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. '

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa
sesuail dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum
Pasal 55
Tahapan persiapan meliputi:
a. penetapan pelaksana kegiatan;
b. penyusunan rencana kerja;
c. sosialisasi kegiatan;
d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan
g. pengadaan bahan/material.
Paragraf 2

Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 56

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam
dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. '

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa,
dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana
kegiatan.

Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan
tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 58

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
uraian kegiatan;

. biaya;

waktu pelaksanaan;

lokasi;

kelompok sasaran;

tenaga kerja; dan

daftar pelaksana kegiatan.
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(3)

(S)

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dituangkan dalam format
rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 59

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana
kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;

musyawarah dusun;

musyawarah kelompok;

sistem informasi Desa berbasis website;

papan informasi desa; dan

media lain sesuai kondisi Desa.
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Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 60

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan
dengan pembimbingan teknis.

Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain
meliputi:

a. kepala Desa;

b. perangkat Desag;

c. Badan Permusyawaratan Desa;

d. pelaksana kegiatan;

e. panitia pengadaan barang dan jasa;

f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 61

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:

a. pengelolaan keuangan Desa;

b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan

c. pembangunan Desa.

Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan
teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan,
pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.

Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber
daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut oleh bupati dalam peraturan bupati.



' Paragraf Keenam
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 62

(1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan

penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnya meliputi:

. dokumen RKP Desa beserta lampiran;

. dokumen APB Desa;

dokumen administrasi keuangan;

. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;

. daftar masyarakat penerima manfaat;

pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;

. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat
kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak
kegiatan pembangunan Desa;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas

lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk
tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman vang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

J. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;dan

k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.
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Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 64

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa
sekurang-kurangnya melakukan:

pendataan kebutuhan tenaga kerja;

pendaftaran calon tenaga kerja;

pembentukan kelompok kerja;

pembagian jadwal kerja; dan

pembayaran upah dan/atau honor.

(2} Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum d1
dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
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Pasal 65

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yvang ada di Desa,
sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan



¢. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material /bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan
dalam APB Desa.

Pasal 66

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat
Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari
pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
b. pendataan sumbangan masyarakat Desa den/atau pihak ketiga yang
berbentuk barang;
. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan /atau pihak ketiga;
d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
€. penetapan jadwal kerja. .
(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 67

(1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya
mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak
ketiga kepada Desa atas lahan /tanah yang menjadi aset Desa sebagai
dampak kegiatan pembangunan Desa dan ditkuti dengan proses pembuatan
akta hibah oleh kepala Desa;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan /atau pihak ketiga
untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman
yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan
melalui APB Desa.

Pasal 68

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak
rumah tangga miskin atas aset lahan /tanah, bangunan pribadi dan /atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dilakukan dengan cara:

a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui Jjual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

(3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah
tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB
Desa.

(4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




(1)

Pasal 69

Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme
pembangunan Desa secara swakelola.

Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang
dan/atau jasa.

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-
kurangnya meliputi:
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(1)
(2)

(3)

rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;

perubahan pelaksanaan kegiatan;

pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban
hasil pelaksanaan kegiatan; dan

pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 71

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka
pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang
bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 72

Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:
perkembangan pelaksanaan kegiatan;

pengaduan masyarakat;

masalah, kendala dan hambatan;

target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

e. perubahan kegiatan.

Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan
pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.
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(1)

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 73

Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap
akhir kegiatan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan schagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga
ahli di bidang peimmbangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
Dalam rangka penvediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
kepala Desa mengntamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari
masyarakat Desa.

Dalam hal tidak iersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

?

kepala Desa mennnita bantuan kepada bupati melalui camat perihal kebutuhan

tenaga ahli di bulung pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan
kerja perangkal daecrah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau
tenaga pendamping profesional.

Pasal 74

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara

memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan

pembangunan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga)

tahap meliputi:

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per
seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per
seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus)
dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada

setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan

pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

Pemerintah daerah kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian khusus

yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa

dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau
kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan

bupati.



(1)
(2)

(4)

Pasal 76

Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan
di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APR Desa
dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan /atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan
disetujui oleh kepala Desa.
Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana
kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 77

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati
perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar
desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan
pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala
Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 78

Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan

penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;

C. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;

c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian
masalah,;

d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan

€. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian

melalui musyawarah desa.




(S)

(1)
(2)

(3)

Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati
masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara
musyawarah desa.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan kepada kepala Desa.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan
Jjenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan
pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan
perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 80

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format

laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi

hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya

meliputi:

a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;

b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang
diambil dari sudut pengambilan yang sama;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan secara beramai-ramai;

d.foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam keglatan
pembangunan Desa;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga
kerja kegiatan pembangunan Desa; dan

f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastrulktur Desa.

Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa

berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Paragraf 7
Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 81

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam
rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap
semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran
berikutnya.

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dengan cara:

a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan
disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang
laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).




(1)

Pasal 82

Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).

Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan
masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
berita acara.

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan
hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa

- sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 83

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam

rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.

Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan
dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa.

Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan peraturan Desa.

Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan

pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan keputusan kepala Desa.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 84

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan
Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka
pelaksanaan pembangunan Desa.



(1)

Pasal 85

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada
tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa,
pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi
keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil
kegiatan pembangunan Desa.

Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 86

Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Desa dengan cara:

a.memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan
realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa;
dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan

dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat
perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31
Desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat
pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa
sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan untuk
selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang
berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2017, dan untuk selanjutnya
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 5 -~ 2~ 2018

Diundangkan di Takalar
ay: . & Q- L-208

KABUPATEN TAKALAR,

QY s Bina Utama Madya
NIP : 19640228 199110 1 002

Dikoreks

Exabng
§ Hukumn

iTangga!




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DAN KEGIATAN PENYUSUNAN RFJM Desa DAN RKP Desa

A. FORMAT PERENCANAAN
1. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAPUPATEN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

KABUPATEN £ 1oicrionreiiiieniiiieciiiiii e st e s s s e s essass s s ssas s bosssabaassbbsacnmsmannees
PROVINSI

I R T T R T P P TS PR PP PP PP P PP

D L D L P P R ST

B R D L R R L LT T LT T P T PP PP PP RSP

. SKPD Pengelola Lokasi Kegiatan Pagu Dana
¥ P Kegiat
No rogram/ Kegiatan Program/ Kegiat (Dusun/RT/RW) Volume Satuan (Rp.)

Desa coiverircernerecennns s tanggal .o, covey veen

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa

D L T L TR P PP PR PPN [




T

I1. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

NAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA
- KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan
CONTOH
1 IMaterial batu kali dan Kerikil 400,000 m3
2 |Pasir urug 700,000 m3
3 |Lahan Tegalan 11,128 Ha
4 |Lahan Persawahan 1,104 Ha
5 |Lahan Hutan 35,000 Ha
6 |Sungai 8,124 Ha
7 Fanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili 6,500 Ha
& |Air terjun 4 bh
9
) Desa .ooviccnnicanas , tanggal ..., ...,
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan.
catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa




1II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DES

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI

No

Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah

Satuan

CONTQH.

Penduduk dan keluarga

a.Jumlah penduduk laki-laki

orang

b, Jumlah penduduk perempuan

orang

¢. Jumlah keluarga

keluarga

N

Sumber penghasilan utama penduduk

a. Pertanian, perikanan, perkebunan

b, Pertambangan dan penggalian

¢, Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dli)

d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan

e. Angkutan, pergudangan, komunikasi

{ Jasa

g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dn

Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan

a. Lulusan S-1 keatas

orang

b. Lulusan SLA

252

orang

c. Lulusan SMP

574

orang

d. Lulusan SD

2294

orang

e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah

29

orang

(.................. .

Mengetahui
Kepala Desa

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Desa .....uvu..s

Ketua Tim Penyusun

tanggal ..., ...y ...

RPJM Desa
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IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan

CONTOH
1 |Aset prasarana umum

a. Jalan
b. Jembatan

2 |Aset Prasarana pendidikan

a. Gedung Paud

b. Gedung TK

c. Gedung SD

d. Taman Pendidikan Alqur'an

3 |Aset prasarana kesehatan
a. Posyandu

b, Polindes

c. MCK

d. Sarana Air Bersih

4 Aset prasarana ekconomi
a. Pasar desa
b. Tempat Pelelangan Ikan

S |Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
a. Jumlah kelompok usaha
b. Jumlah kelompok usaha yang sehat

6 |Aset berupa modal
a. Total aset produlktif
b. Total pinjaman di masyarakat

Desa ..cvueereenennennnn,, tanggal ...y ooe, oo,
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa



5.
V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

KABUPATEN : vevivnnnnnn, s
PROVINSI

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan

Desa .....coovcrennnnen,, tanggal ..., creey vens
Mengetahui - Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-
kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta
pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya .
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VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA D vrerveeenreenens
KECAMATAD : t.oivviieiinnnenns
KABUPATEN & 11otiiiiiitieinieriiriie e st toneio s erescrasenestsasasntresersesosesssssstnassansnssarnsansnsossrsssssasesnsseesnnsnnsnss
PROVINSL  tiriiiiiiiccmcnierececnnocnisnsnnesnsnanes U UUTOTN
. P i anfaat
No Usulan Rencana Kegiatan Rencana Lokasi | Perkiraan Satuan enerima Manfaa
berdasarkan Bidang Kegiatan Volume Laki-laki | Perempuan| A-RTM
COITd
I Pel:fyelengga.raan pemerintahan dq
1. Penetapan dan penegasan batagDusun Karangrejo lipaket - - -

2. Pendataan Desa
3. Penyusunan tata ruang Desa

I1 {Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pemeliharaan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasi

3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

III |Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan PXK

2. Pelaksanaan Siskamling
3. Pembinaan kerukunan umat be|

IV |Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihann KPMD

Desa .uiiiiiiennnninnn,, tanggal ...y wueey oo
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa

Keterangan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin
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VIL. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : ..............

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
: Pralirasn Penerima Manfaat:
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan | *. 0 o4 oo miar J
_ Volume LK | PR { A-RTM
Contoh B
1 [Rehabilitasi Gedung Posyandu RT. 01 1 lunit 35| 40f- 27
2 |Pembangunan jaringan irigasi RT. 02 dan RT 03 1200 |meter | 100} 125 S0
3 {Pelatthan tata boga . RT. 01, 02, 03 15|orang 5| 10} 9
Desa civvreviiiiennennens , tanggal ..., ...,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA GAMBUS

a. POTRET/SKETSA DESA b. DAFTAR MASAL AH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

SNe | ‘MASATAH ‘ ' ‘ POTENSI

1. Falan desa o5 wilayeh Bamu
W02 szpanjang 1,200 Pasir
ratar rusak bternz, Teaagza Gotang Roxyong

2, Lingkunean penmshan - LZ-Deya dan PEE
pendudak FW 07 ddak ~ Hader-kader di desq
sehat., ~ Puskesmas pembanm

143

3, Batryad anak baliza & - Puskesmas Perbanm

BNV 13 mendarita - Pozyondu
‘peoyakis canmpak., - Fadar Posyandu
1 tooitem Lt 3 ;i ] P y S LT 4 Ta.u:ba.lzrloiam i.*ae.n _ I‘:Ollﬂl’j"‘] anmb:ﬂ-.
. Vo NIRITL whvsan : “eatvo ’ wrang dicanfaatkan - Aliran‘irigasi
Cewewgo EI 38 5 S P S 1 o baptams e oleh peand kan, - Patani mnabak
e CROed O LT fraive pedien Lt % Tay s
i fetiadirl [F ] J‘.;’f.‘-&.,w by ] B T )
™ L BRAlatey T8 b ST et Paetem VO E TR U8 1 2en. taoan BN Jambatan &5 Drosun ~ Baht dan pasir
Damai longsor, - Fayu dan terabu
- Tenaga Gotong royons




IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

2. GAMBAR KALENDER MUSTM

AR e N P
Canggatias
LEAN LW ]

PANCAROBA

KEMARAT

MUSTM HTIAN

(MO

Arw

e

aa

Hes

JRY

a3y

Faluraamn

Flozahaten
ramyak
DRI}

Papag.

‘Tansee

e

LR RS

conp

X

L1

e

LE RS

te

XX

e

b.

DAFTAR MASAT AHDAN POTENSI DARI KALEND ER MUSIM
No MASAX AH POTENSI
Pads muerm kamaman, & Sunga:i
dns dusan kaburanzan Aiam air
air barsih, Swadaya masyarakat
- Bam pazir
Pads nmzim kemamu, Irigasi tarsiar
kasil panen meroioe Luaas laban persawahan
{gasaix Keloaapok Tapd
KUuD
Pads prusine pancaroba Puskazreas Pammbanm
banyak masyasakardesa Ezbun cbat kaiuarza
teriernny ispa (infeks] Posyandu
4 sakiran perpafasan adut).
Pada musie hmjan Puskeuma: pembanm
banyak masverakat &i Posyandu
Dusun Suci tarkens Bidan dezs
diare. Flabun obar kaluarga
3.

Fada nmsin hygjan,
sebagian bessr nrmah
pectuduk di Drsun
Damai tergenang aiy
sednzzl 1 meter

Ba dan pazir
Faru dan bambwm
Tanazn Gotony royong
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X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEM - AGAAN

1]

E 2o - fubimly s

CONTOH BAGAN KELEMBAGAA

- 2

3. BACAN KELEMBAGAAN DESA

- e

£
¥\_/
e
V\\
i)

v
5
famniraan ‘-h_‘

\
LR
g
v
‘w ‘r—-"%f‘?':
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b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No LEMBACA MASALAY POTENSI
3 PIMDES Pocxegiat dsm - Paand
& drmeg dalam Lagap
BPOY sembenl 2 . e
Felzyiee e i
=ayamalar
5
= 8 Wity Paogirts 1K - Pezauroy
sobiging dejs Yozt
tdak 1aermal - Tamyga
ks _;'mm;.: Feaguwus
poesarisl
e S—
3.
FELONMPOR RETR S - Leabrp xds
TR kedaompab st & ~ Pasymu:
Duam Dams hanghp
=age)
+ 3 s 7 s st
EDPAX Papgumy e - Moddusptsy
FRIAM Pijernsd pacmak e
rxalakuh g oy - Pagru
45 sz loghi
> rr
KD Hw Ada progran
bestreamiaey dadem jebynbx
e iadiag kol « Adalredit
peromdan gy rendad
sarse iy
dst dst dst
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XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten .......cc.cocoiviiii Provinsi

Desa oo pada :

.................................

....................................

Hari dan Tanggal
Jam :
Tempat :

.............................................
.............................................

.............................................

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh

wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh

masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum

dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses
engkajian Desa tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demilien Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengen penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

e, , Tanggal, ..., ..., ...
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
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XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI et

L

I

III

A8

VIIL

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................

.............................................................................

Contoh

RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
pényusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaan Desa (PKD} adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

..............................................

b Pengkajian Potensi Desa

¢ Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d Pengkajian permasalahan yang dihadapi

e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

......................................

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

.............................................

. Pendekatan dan Metode

Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

..............................................

Contoh :
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan
Antar Lembaga/Kelembagaan.

..............................................

PROSES PELAKSANAAN
Contoh o . .
a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan

pembangunan kabupaten/kota

b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat

¢ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
merumuskan usulan rencana kegiatan

e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat
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XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL
Contoh
1 Data desa yang sudah diselaraskan

2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke
Desa

3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan

4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

e, , Tanggal, ..., ...., ....
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
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XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,

telah diadakan musyawarah Desa di Desa...ccooivivnininnn.
Kecamatan.................c.o.... Kabupaten.........ooooeeeininl.

Hari dan Tanggal @ ..o,

Jam e

Tempat el

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku

unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :
A. Materi

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

.............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya: .......occoooeiiiiiiniin..., AaTL i

Notulen PP OR dari oo

Narasumber S P UUUN dari o
2 GATT oot
G ORI dan seterusnya

DEtelan QUAKUKAT] PEMDANASAN Ternaddp DIETer], Selanjuinya Selurun
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka
nanviiaerinan RP.INM Decn wraifir -

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

e eeeeeaaaeaaaas , Tanggal, ..., ..., ....
Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa
(e ) (e )

Wakil Masyarakat
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di

Desa........ e kecamatan...........................
kabupaten........................ PrOVINSI............. e dalam rangka
penyusunan rancangan RPJIM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : .....ococooiieiiiiiiiiiiiecein

Jam ST PP

Tempat ey

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda keglatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

.......................................................................................

- Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa
Kepala Desa



XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa curnveeneeeennn. .

Kecamatan ..............oooooiiianl. Kabupaten .....................
Provinsi.................. pada

Haridan Tanggal :© ...,

Jam S PN

Tempat

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

“A. Materi

..............................................................................................................

.............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya: ......o.cccooeviieineii... darl oo

Notulen U AATT oo

Narasumber ol dari oo
2 dari .
S dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu :

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

e , Tanggal, ..., ..., ....
Ketua BPD Kepala Desa
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XVIL. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa .ouveveveeeennnnn.. Kecamatan ....................
Kabupaten .....ccoooiiiins Provinsi........cc.el. pada :

Hari dan Tanggal =~ ¢ e

Jam

Tempat

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

...................................................................................................................
.....................................................................................................................

...................................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : ...........c.cooeoriiii, QarT .o,
Notulen D O T dari .,
NMarnatimboy T B £ St ha

[}

..dan seterusnya
Setelah dﬂakukan pembahasan terhadap materi, selanjumya seluruh peserta

.
TN, o v ias e R R l.,l,-.«,\,- 1,1 «- ‘,., V. oat et
L ' ‘
i ' v i Vikai 11\! :
B e e
2. ..................................................................................................................................
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XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA
PAGU INDIKATIF DESA
KABUPATEN . - - crernere et rresennsren
PROVINSI e eeenanene .
Sumber Dana Indikatif
. ] Alokasi Dana
No Ind.].ka.ttf Program/ Desa Dana bagian dari Bantuan keuangan
Kegiatan Desa Dana Desa . B .
(bagian dana hasil pajak dan
{APBN) N . APBD
perimbangan retribusi APBD
kab. / kota Provinsi Kabupaten/
ab./ kota) Kota
Contoh
Penyelenggaraan
I |pemerintahan desa
Pelaksanaan
II |Pembangunan Desa
Pembinaan
III | Kemasyarakatan
PEMBErqayazm
IV |Masyarakat.
Desa .....coevvnernnna.., tanggal ..., oo, ..o

Ketua Tim Penyusun RKPDesa
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XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUIAN KABUPATEN

YANG MASUK KE DESA
DESA e acae . eveerrsiean.
KECAMATAN & iiiiiiinicinsinninnn, e et e
KABUPATEN
PROVINSI
o . Prakiraan Pagu Dana| Prakiraan
P K
No Asal Program/ Kegiatan Nama Program/ Kegiatan (Rp.) Pelaksana
Contoh B
1|Dari Pemerintah Air Bersih 800,000,000 |PU Pusat

2!Dari Pemerintah Daerah Provinsi

3|Dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat
oleh DPRD Kabupaten/ Kota

Desa ... ceeeeeenes, tanggal |,

weesy vese

Ketua Tim Penyusun RKP Desa
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XXI. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Dusun Desa Kecamatan Kabupaten
Usulan dari
Nama kegiatan
Jenis kegiatan
Lokasi kegiatan
Pelaksana | I I
Pemanfaat Langsung Pemanfaat A-RTM
Jumlah Tidak Rumah
pemanfaat Umum A-RTM Langsung Tan(gga Miskin
(orang)
L org | L org | L org
P crg | P org | P O | cevenne org
JML org |[JML| org|JML Org | covvenn %
A-

. Latar hela ks\ng;

(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan

terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
. Tujuan yang ingin dicapai

(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan

dari masalah)
. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini
menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan
membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain,
Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh
jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya
produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad
kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus
sekolah,dll. Dapat diambii dari akibat dengan merubahnya dalam
pernyataan positif)
. Potensi Sumber daya alam dan manusia

(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
. Rencana pelaksanaan kegiatan

(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
. Rencana Pelestarian kegiatan

(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
. Lain-Lain

a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan

yang diusulkan?
b) Apakah ada kebutuhan penambahan Ilahan dari kegiatan yang
diusulkan ? Jelaskan.

. Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah

b} Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa Ketua



XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA
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GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

.........................................

JENIS PRASARANA

.............. dvetaveiaansinarareranornty

LOKASI

JUDUL GAMBAR

PemrivrresestarInressasesnadsatriosann ves

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
{Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dinas/Instansi terkait dan/atan
Tenaga Profesional
(jika tersedia)

Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual
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ZXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA
INOANATAN

Harga Satuan
Rp

Jumlah Total
Rp

d

e=bxd

1. BAHAN

1.1
1.2
1.3
1.4

Sub Total 1)

Rp Rp

2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4

Sub Total 2}

Rp Rp

3. UPAH
3.1
3.2
3.3

Sub Total 3

Rp Rp

{Total Biaya

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industss
II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

IlI-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
II-b Pembayaran tenaga untul pengumpuilan bahan

mengetahui :
Kepala Desa

ceereenenn, Tanggal.. ..., ...

Tim Penyusun RKP Desa

vegens
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B T 3 S P SO PO

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa D ettt een e et st erte e e e e et e raes Lokasi D et reteneraeerreeaeiataaaenaann
Kecamatan PSSRSO N Bidang e eeas
Kabupaten U N Kegiatan et es e
Provinsi e tarrereet ettt rettet ettt aaennas Volume TP OTOUPPUUPUN
.| Ada & Tidak
. .. Ada Memenuhi . .
Jenis Dokumen yang Diperiksa Svarat Memenuhi Tidak Ada
u Syarat
1 | Sketsa lokasi kegiatan
2 |Dokumen survey teknis

Gambar desain

Perhitungan volume

Survey harga bahan dan alat

Perhitungan RAB

Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan

3

4

5

6 |Kesepakatan pembayaran upah kerja
7

8

G

Pernyataan hibal lahan dari masyarakat

10 |Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi

11 |Kesanggupan swadaya dan gotong royong

12 |Rencana penggunaan alat berat

13 {Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

14 |Data pemanfaat

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi
1 Wakil Masyarakat Dl
2 Pendamping Profesional e e
3 Dinas Instansi Terkait G T PO
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XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA

TAHUN ¢ i
DESA O OO e e e r e enraenaaen s RO
KECAMATAN e
KABUPATEN e
PROVINSI :

..............................................................................................................................

. . . Prakiraan Prakiraan
No Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi | Volume Sl\;:{lzzrfa;lt/ Waktu Biava dan
Bidang I Jenis Kegiatan 2 Pelaksanaan | Jumlah (Rp)
Penyelenggaraan
1 |Pemerintahan
Mo i
) : C e e e e ol !
: P l [ [ l
Jumiah Per Bidang 1 -
9 Pembangunan
Desa
1
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 ~
4 Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
Desa weevenniannnnnn... ,» tanggal ..., ..., ...
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
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XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....................
Kecamatan........cocoeviiiiiiiinininnn, Kabupaten ....ccoooviiiiiiiiiiiiie
Provinsi.................. pada

Hari dan Tanggal : ......ccoooviiiiiiiinn, e

Jam D s N

Tempat L et teraeaaaaiaas

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun
RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.
e , Tanggal, ..., ..., ....
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RKP Desa
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XXVIIL. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, diDesa...ocooiveioeneeeniveninn..
Kabupaten ........coooiviiiii . Provinsi.....coocovviiveninini, pada :

Hari dan Tanggal @ .ooooiiiiiiiiiiiie e

Jarm P

Tempat

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri
oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

Pemimpin Musya: .....cooviiiiiiviianns, dari o

Notulen L e AaTl coeii

Narasumber O P SPUTIN ATl cvii
e darl oo
3, dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dlbuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

................. .., Tanggal, ...,
Ketua BPD Kepala Desa

Wakil Masyarakat




B. FORMAT PELAKSANAAN

I. FORMAT RENCANA KEGIATAN DESA
RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

TAHUN : ... reresarenes
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Bidang/ Jenis Kegiatan Sasaral}}ere Waktu Pelaksanaan Pelaksana
No Lokasi Volume | Satuan Biaya laki- A- . . . .
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah lakg | TPU RTM Durasi | Mulai | Selesai Kegiatan
an
a,
Penyelenggaraan | 1,
1 |Pemerintahan c.
Desa d.
e.
Jumlah Per Bidang 1 [« ofia o comon i o[ LU L ST e ~ e

a.

Pembangunan b.

2 D c.
esa q.

e,

Jumlah Per Bidang 2 &5 & 0in 0 T S R R B e e i s L o i T

a.
Pembinaan b.
3 c.
Kemasyarakatan d
e. »
Jumlah Per Bidang 8 @, il 0 e i b s Ty :
a
4 Pemberdayaan 2
Masyarakat. d'
e.

Jumlah Per Bidang 4 i

JUMLAH TOTAL

Menyetujui Pelaksana Kegiatan.....ccccveeiviinierrerninsernernsessirensenesns
Kepala Desa Ketua
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II. FORMAT CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa
Kecamatan ~ : .
Kabupaten
Provinsi ¢
MEDIA SOSIALISASI
- Sistem| Papan
_ _ _ TIDAK P i
No Materi yang disampaikan ADA ADA {Musyawa| Infor- | Infor- ];:Isgﬁl
rah masi | masi N
Desa

Desa | Desa

Rencana Kerja Pembangunan (RKP}

1 Desa pessenresrepsessseessead
5 Anggaran Pendapatan dan Belanja

(APB)Desa it e i,
3 |Rencana kerja kegiatan Desa
S T E e r et L IS SV R SRR NS U
S LTS LT U S NSO AU N SO

..................................

....................................................

............

................

.......................

.....................

--------

................

Mengetahui, Pelaksana Kegiatan .......cccoecvveininnennnnnn.

Kepala Desa

Ketua
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III. FORMAT CEKLIS MATER] PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN

CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

No Materi yang disampaikan ADA NARASUMBER

1 |Administrasi pengelolaan keuangan

2 |Mekanisme pengadaan barang dan jasal

Pendayagunaan sumber daya alam
_ |lokal dan bahan materi lokal
|Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan

Penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan ’

Mengetahui, Pelaksana Kegiatan ... .
Kepala Desa Ketua
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IV. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN
CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

.................

..........................................

......................................................

.........................................

..............................

No Uraian Dokumen ADA TIDAK KETERANGAN

Dokumen RKP Desa
Lampiran dokumen RKP Desa
Dokumen APB Desa

Buku administrasi keuangan
Dokumentasi foto sebelum kegiatan
pembangunan dimulai

Sl AW

Daftar masyarakat pemanfaat

rernyataan Kesanggupan pelaksana
kegiatan menyelesaikan pekerjaan

N

Dokumen peralihan hak (hibah lahan/
tanah)

9 |Dokumen peralihan hak melalui jual beli

Dokumen penyelesaian ganti rugi

10 (bangunan, tanaman)

Dokumen pernyataan tidak menuntut

L1 ganti rugi (bangunan, tanaman)

Laporan analisis dampak sosial dan

12 lingkungan

13

€58 iiiiiiieiiniina, ,tanggal ..., ..., ...
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan ............cc.co...........
Kepala Desa Ketua
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V. FORMAT PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

<33

. AAN REBUTUHAN TENAGA KERJA
TARUN ¢ cesvvr v on s n

Desa H
Kecamatan 3
Kabupaien :
Provinsi t
WAKTU JUMLAH KEBUTgHAf‘; TENAGA KERJA
. PELAKSANAAN ==
Neo. JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN
> KEGIATAN | Mandor | Tukang | Pekerja ?ﬁl:;fﬂ Jumlah
larj > Oz
(Hari) (Orang) | (Orang) | (Ormng) {Orang {Orang}
a b [ d & { g h i j={dgihsi
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan w. i e sesissessar o

Kepala Desa

{ w2t s 1 o et 0 nt e e srn e ema s

Ketua
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VI. FORMAT DAFTAR CALON TENAGA KERJA

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Data Pribadi fenda angan /
No. Nema. Umur Alamat cap jermpo
Urut (Th) Llip A jari Kird
1 1 2
2 | L |
3 I E 4
4 L]
5 G 6
6 [ L1
7 ] 3
8 [0 ]
9 N 10
10 ]
11 [ L0 12
12 L ]
13 I s 14
[
15 L L0 (s 16
16 CC I ]
17 i 18
18 [ LI ]
19 L L[ e 20
20 LIC 0]
21 L L Jjer 22
22 LI
23 | 0L les 24
24 I L]
21 [ L I Jfer 22
22 [ IC ]
21 | 22
22 [0 |
25 | L[ 1jes 26
26

Jumlah

Keterangan ' Desa vuiiiiiiiciienana,, tanggal ..oy ooe, e
L : Laki-laki Mengetahui, Pelaksana Kegiatarm c...ceeeevveniininenan,
P : Perempuan Kepala Desa Ketua

A-RTM :  Anggota Rumah Tangga Miskin




V1L FORM DAFTAR HADIR IDAN TANDA TERIMA INSENTIR PERERJA
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DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA

{Untuk Pekerjnan Sistem [Tarian)

Desa :
Kecamatan . Jenis Keglatan : Insentif untuk 1 HOK Pekerjn Rp
Kabupaten : Patok/Lokast kegla 3 Insentif untuk 1 HOK Tuknng Rp
Provinsi : Mnsa kerja tangpge s s/d Insentif untuk 1 HOK Ket Kelompok Rp.
Ratagorl | Asal Hnri-Orang-Kerja (HOK} Jumlah HOK  Jumlah Insend Tanda tangan/
No, Kama A-RTM[ L [ P Dl | Lr Menunat Tanpggal Totlal [A-RTM cap jempol
Pk| Tk |Md PK | Ti [ Md [A-RTM Ap Jemy
Ds | Ds The [MAARIMR T Rp) Tangan kirl
1 1 2
2
3 3 9
49
5 S 6
6
7 7 8
3
9 9 10
10
11 11 12
12
13 13 14
14
15 15 16
16
17 17 18
18
19 19 20
20
21 21 22
22
23 23 24
24
Jumlah Jumlah:
Keterangan :
L : Laki-laki Md : Mandor
P : Perempuan DI Ds ; Dalan Desa
rk ¢ Pekerja Lr Ds : Luar Desa
Tk 1 Tukang A-RTM : Anggola Rumuh Tangga Miskin
Desa vivniiiainaniinnns, tanggat ..., sonep vase
Menyelujul Pelaksanu Keglatan ...veeeieeereessesseseen.
Kepala Desa Ketua
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VIII. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HOX DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

Desa
Kecamatan
Kabupaten

Lokasi kegiatan :

Nama Kelompok 2 wueeverererrverneeeeesessveesnsssesssosnnnn

Jenis Kegiatan :

Pekerjaan

Masa kerja tgl : s/d

Volume dihasil :

1 HOK Pekerja :
1 HOK Tukang :
1 HOK Ket.Klpk :
Upah borong/s::

Kategori | Asal Besar Insentif
A~ . Tanda tangan/Cap jempol kiri
No: Nama L[ Plker{ka |tKl |dlmiluad yang diterima . ) .
RTM jalng| p | ds|ds| masing-masing {tidak boleh diwakilkan)
a b c die|l flgithi{ifi k
2
1 (Ketua) ! =
2
3 3 4
4
- } 5 6
6
7 8
7
; ! ' :
N L1 ! i .
10
## 12
11
12
Jumlah = _ :
2 ; . Jumlah HOK = k/harga 1 HOK
Keterangan: L+ Laki-laki Uraian Paleria Tukang Ketua Kelompok
P: Perempuan HOKXK dihasilkan|
ds: Desa
Tk : Tukang
dim : Dalam
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin
DeSa vveerrrrrnrennnniins
Pelaksana Kegiatan

Menyetujui,
Kepala Desa

Ketua
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IX. FORMAT KEBUTUHAN MATERIAL / BAHAN

DAFTAR
KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN
Tahun : e
Desa Kabupaten :
Kecamatan § Provinsi
s JUMLAH VOLUME
JENIS KEGIATAN &
SPESIFIKASI TEKNIS VOLUME Dari
No. Nama Ba.rang/ bahan MINIMAL KEBUTUHAN SAT ol Dariluar| CARA PENGADAAN
yang dibutuhkan am Desa.
Desa

I LJENIS KEGIATAN -1 :

1

2

3

4
T TENIS REGIATAN-IT

1

2

3

4
T [ JENTS KEGIATAN- T

1

2

3

4

N P TR

1

2

3

4
Keterangan ;

Desa.cvviiinivvnininnnann... , tanggal....,......... serereeans
Mengetahui,
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan .....occoveeeeeeeennnnnnnnn..
Ketna
(cremmeerieemcee e e, (U UIIO )
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X. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA DANA 8
DAFTAR

REALISASI SWADAYA DANA
DESA _
KECAMATAN
KABUPATEN : JENIS KEGIATAN
PROVINSI : BULAN :

Kesanggupan Realisasi ' Realisasi Realisasi S/d
NAMA PENYUMBANG ..
No. AN / Swadaya Yo bulan lalu % bulan ini % bulan ini %
RT/ RW/DUSUN
Rp. Rp. Rp. Rp.

Total Jumlah Swadaya

Keterangan :

* Nilai Swadaya Masyarakat diisi sesnai swadaya yang diberikan.,

Desa.ciniiiriininnnnnnn.., tanggal....,........

Mengetahui,
Kepala Desa Pelaksana Keglatan .......o.ecvevnenn
Ketua

syecarrisaanaen



XNl. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG

D
REALT: SWAD/. JAHAN/ CWNG
Sounc ...
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN v . KEGIATAI:
PROVINSI E A :
Nama Volun : rget da - . Jdisasi S va Jumlah prakiraan nilai swadaya terhadap rupiah
No. Nama Penyumbang/ RT/RW Bahan/ Kesang ?.eahsa- Visa- | F A Target Realisasi Reahsa's1. Reahsasi_ S_/ d
Baransy gupan | 8f. sibulan . sulan il % Swadaya bulan lalu bulan ini bulan ini %
& Swadaya lalu i it Rp. Rp. Rp. Rp.
i
Total.© :dah Swac @ . =
Keterangan : ¥ Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang ¢.. - kan.
Desa i, tanggal..ene e e,
Mengetahui,
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan .......... v
Ketua
(everermennne e ) [ revrreeee e e e e e eresee e v s senaes )
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XIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

rang bertanda tangan dibawah ini

Nama D e e
Jenis Kelamin L e s
Tempat Tanggal Lalilr e
Pekerjaan e e

No. KTP e
Alamat e

Selanjutnya disebut sebagai Pemberl Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama e,
R T

Pekerizan S S TS UT TP

No. KTP e, s

Alamat L et

Selanjutnya Disebut sebagai Penenma Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas + .....m?2
yang terletak di Desa..... Kecamatan ...... Kab....... , dan menyerahkan kepada
Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan

Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan O OSSP
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :.............cocooei.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan T s
4. Sebelah Barat berbatasan dengan D e,

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan
dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada
gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

............. , tanggal, ...., tahun

Mengetahui Yang menyatakan
Kepala Desa ..... seeasiesensnenas e ieiaiaiiestaanns

...................................................

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri Anak:

..........................................

.............................................
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XIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS
BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI

ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e
Bertindak untuk dan atas nama D ettt e ittt terare e e eie et ae e e narannrans
Umur
Alamat D ittt ettt it ier it e eetiatre e aaneeetaeaenneanas
Nomor KTP R U

Dengan ini menyatakan ba_hwa saya tidak keberatan/ tidak menuntut
kerugian /biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana

Pekerjaan Pembangunan D ettt ittt ees et e ra e ra e b aentreaianan
Objek yang terkena dampak D e tiera e e ean e e neaaan
Lokasi Kegiatan e, e

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan
penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................. , tanggal, bulan, tahun
Yang Menyatakan

..........................

MATERA
Rp. 6.000




XV. FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN
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FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan
Desa
Kecamatan
Kabupaten/ Kota
Tanggal
Pekerjaan yang diperiksa
Jumlab/ | on/ Dimensi | _SUAHRAS
. . Sketsa Gambar | Volume Pekerjaan .
Jenis Pekerjaan dan Ukur v S - Catatan Pemeriksaan
an an B eSUAL - inidak |Sesuai|Tidak
dicapai Rencana
Bahan dan Alat yang Diperiksa
. Volume Kuazlitas .
Jenis Bahan dan Alat Sesual |Tdak |Sesuai|Tidak Catatan Pemeriksaan
Desa...ivnianeen. oy TANZEALeiieiineen seesienne veprasiienies
Mengetahui Pemeriksa

Kepala Desa
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XVI. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN
Nomor : ...... s 2017

Pekerjaan

................................................................................................

Volume Kegiatan

.................................................................................................

Lokasi

................................................................................................

Biaya R e,

Pada hari ini bertempat di .................. pada ............. (tanggal, bulan, tahun) telah
dilakukan musyawarah  perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang
menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi
berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara
lain :

1. Kepala Desa

2. Wakil-Wakil Masyarakat

3. Pelaksana Kegiatan .................

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal
sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya
perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat
mengetahuinya

Mengetahu /Menyetujui Pelaksana Kegiatan..............
Kepala Desa ............ Ketua




XVII. FORMAT PERU

. 1AN KEGIATAN
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PERUBAHAN KEGIATAN

(Contoh)

Nama Kegiatan : E:laya Lele Tanggal Perubahan

Lokasi Kegiatan : L. ..n Gambus

Pagu Biaya : Ry - 1.000.000,-

No | Halyang ... laan sebelum Keadaan setelah Sebab Perubahan Akibat Perubahan
diubah at © ya perubahan perubahan

1. | Bibit lele Bi:. - Lele Dumbo Bibit Lele Siliwangi | Kelangkaan bibit lele dumbo | * Jumlah bibit lele lebih banyak;

Perlu pelatihan pengelolaan ternak
lele siliwangi;

Membutuhkan lahan lebih luas;

Keterangan: Agar dila. - -irkan rencana kegiatan dan RAB perubahan

Kepala Desa

Mengetahui

.......................

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele

Ketua




C. FORMAT PEMANTAUAN

I. FORMAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun ! .eueeeeees
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
. . . Keterangan
No, Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Ya Tidak fpenjelzann bils tidak)

1 |Penetapan Pelaksana Kegiatan

[Struktur pelaksana kemiatan mencerminkan unsur masvarakat

2 [Rencana Kerja Kegiatan Desa

Dokumen rencana kerja menggambarkan detail kegiatan dan biaya

3 |{Sosialisasi Kegiatan Desa

Materi sosialisasi menjelaskan seluruh rencana kegiatan, pembiayaan
dan pelaksana kegiatan

Pembekalan dan atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Desa

Materi pembekalan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan

Pemateri mampu menjelaskan materi pembekalan secara baik dan
mudzah dipahami

5_{Pendataan kebutuhan tenaga kerja

Informasi kebutuhan tenaga kerja disebarluaskan kepada sebagaian
besar masyarakat

6 |Pendaftaran calon tenaga kerja

Calon tenaga kerjia mendavagunakan sumber dava setempat

Calon tenaga kerja sebagian besar berasal dari RTM

7_|Pembayaran upah

Pembayaran upah difakukan sesuai dengan kesepakatan yang
diperianjikan

FELUdyd dd UpaIlTERTEAT SECara TAlISPErdlT Sesual QENgaT yarig
1- PR

8 |Pendayagunaan sumber daya alam yang ada di Desa

Mengutamakan penggunaan bahan rmaterial lokal

Pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan

9 |Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga

Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga terealisasi sesuai
rencana

10 | Dokumen Hibah tanah dari masyarakat

Persetujuan penghibahan tanah/lahan telah disetujui ahli waris

Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah desa

11 {Dokumen pernyataan masyarakat tidak menuntut ganti rugi

Pernyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dilakukan melalui
musvawarah masyarakat

12 |Pembahasan pengaduan masyarakat

|Pengaduan masvarakat diproses, ditangani dan diselesaikan

13 |Laporan masalah, kendala dan hambatan

Masalah,kendala dan hambatan dalarn pelaksanaan, telah
ditindaklanjuti dan diselesaikan

14 [Perubzhan pekerjazan

Perubahan pekerjaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan
bersama masyarakat

15 |Foto dokumentasi kegiatan

Dokumentasi foto kegiatan infrastruktur dibuat pada kondisi 0%, 50%
dan 100% dari sudut pengambilan vang sama

Dokumentasi foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung

16 !|Gambar purna laksana

[Gambar purna laksana dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan

vovesesaranoaany TANEGAL i ssscsrngrerrersenipresnens
Menvetujui Tim Pemantau Masyaraka
Kepala Desa,

(cenreerrrremrencerersesssnmesn nssenmacs ) [eraresererensnssssensrsssmossesnsansenes)
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XXVIIL. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR .....oiitiiiiiiii it e i
DAFTAR TS ...ttt ettt e e e e e e e eenaaeaas
BAB T PENDAHULUAN ..ottt 1
BAB IT PELAKSANAAN KEGIATAN ...toiiiiieieeteee e ae e

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ..........ccccuovenene..
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ............
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ...............
BABIII RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA
3.1 Rencana Kegiatan dan Biaya
3.2 Realisasi Kegiatan dan Biaya
3.3 Perubahan Kegiatan dan Biaya
BABIV RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN .ovvvveeee




XXVII.

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
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DALAM RANGKA PELAKSANAAN FEMBANGUNAN DESA

(lanjutan)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NAMA

ALAMAT

TANDA TANGAN

=

w | 0

.(ﬂ

CHER IR

10.

11.

12.

=
W

dst
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XIX. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR .ot aa e e i
DAFTAR TABEL oo e
DA T AR I8 ettt ettt et e e e eeenas
BABIT PENDAHULUAN L. et eean e rieae e e 1
BABII PELAKSANAAN KEGIATAN..........ccoooeee e

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ............o.oeiiil
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ............
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemmberdayaan Masyarakat ..............
BAB III REALISASI BIAYA . oottt
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ...,
BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN
3.1 Penyelesaian Permasalahamn ......ooocooiiiiiiiiiiien
3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan ...l
BABV PERUBAHAN KEGIATAN . oot
BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN
BAB VII KESIMPULAN ... oottt ittt si s e s s s

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..ot O
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o XX FO}'ZMA’I‘ LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ! ‘

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Bulan i e TAIUR T vvvereeesiesessen

DESA : KABUPATEN

KECAMATAN : o PROVINSI : —
.. Rencana Waktu .
No Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Valume Sat Biaya Realisasi Sasaran Pelaksanaan Progres Kegiatan
uan Rp. Jumlah| Lk Pr A- [ Juml Tgl Tgl Fisik Biava
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan RTM | Hari | Mulai | Selesai % Rp.
a b c d e { g h i i k 1 m n o p q
a,
b.
1 Penyelenggaraan ;
Pemerintahan Desa e'
f,
g
Jumlah Per Bidang 1 -
a,
b,
e
d.
e
f.
2 Pembangunan Desa 5
i
s
k.
1
m,
Jumiah Per Bidang 2 rE
a
. b.
3 Pembinaan
Kemasyarakatan ;'
e,
Jumlah Per Bidang 3 PR
a.
4 Pemberdayaan b.
Masyarakat [
d. ...
Jumlah Per Bidang 4 G il BT 0 e Al T
JUMLAH TOTAL
Destuieeininieiiinen, tA0ZEALepecienes prvrieenerions
Mengetahui,
Kepala Desa Pelaksana Keglatan «.uieeerivinsciionen

Ketua

(rorsenenresnsarsannsaeraressestenesesnnes v ) {eevrtremrsnnnsisssesbinsre e et semsessesstssassenesones )




XXI. Format LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

-50-

Tanggal Status: ..., ..., ccveevveens
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
No Tanggal Identitas Pengadu Permasalal Kegiat Tindak lanjut pengaduan Q—-————St" S
‘| Pengadu an i g ermasalahan egiatan vt jut peng Proses

Menyetujui
Kepala Desa

Desauiiiiiiinernonan Tanggal....coveqpe. -
Pelaksana Kegiatan ...c.oiveeeeenan..
Ketua




XXII. FORMAT LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN -51-

LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN

Tanggal Status: ..., ..., .ou........
Desa cevrriinens Kabupaten :
Kecamatan et sttt a s e aeaay s Provinsi
N Kepiatan Masalah, Upaya yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah, Bantuan Pihak Lain yang Diharapkan dalam
o & Kendala dan Hambatan Kendala dan Hambatan Penyelesaian Masalah, Kendala dan Hambatan
I ]Masalah
1
2
3
II |Kendala dan Hambatan
1
2
3
Menyetujui Desa....,tanggal.e.os eerejorene.
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan .......ccuvevereennnnn,




_XVIIL FORMAT REALISASI BIAYA KEGIATAN

-52-

REALISASI BIAYA KEGIATAN

Tahun......ccc.e..,
Desa
Kecamatan
’ Kabupaten
| Provinsi Kegiatan
. Volume
Dari Dan Satua Harga Jumlah APB| Jumlah Jumlah
URAIAN Dari Satuan Desa Sumber Lain| Swadaya
Total | APB |Sumber| n _ -\
Desa | Lain | SWadaya (Rp) (Rp) Rp.) (Rp)
1. BAHAN a b c d=a-b-c e g h=bxg I=cxg i=dxg
1.1
1.2
1.3
1.4
1...
Sub Total 1) | Rp -1 Rp - | Rp
2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4
2..
Sub Total 2} [ Rp - | Rp - Rp
3. UPAH
3.1
3.2
3.3
b
Sub Total 3 ) | Rp -{ Rp - [ Rp
) Total Biaya Kegiatan Rp
Total Biaya Sumber Lain Rp
Sumber Dana Total Biaya Swadaya Rp
TOLat
e Rp
Desa......,tanggal.....,....,.......
Menyetujui
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan ............
Ketua



XIV. FORMAT REKAPITULASI REALISASI BIAYA
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REKAPITULASI REALISASI Bl

TAHUN : oo
Desa Kabuy :
Kecamatan Provin :
Bidang/ J enis Kegiatan Biay:: Sumber Hayaan
No Lokasi | Volume - o
. . Dana . Pemerintah Pihak
i J te mlat ! LAY
Bidang enis Kegiatan Ju h (Rp) (R A p) aya {Rp) Pusat/ Daerah | Ketiga
a b c d e £ P H i k
Penyelenggaraa | a.
1 [n Pemerintahan| b,
Desa [
Jumlah Per Bidang 1 -
a.
D Pembangunan b,
Desa c
Jumlah Per Bidang 2 ) B
Pembinaan a, )
3 |Kemasyarakata | . )
n c. - -
Jumlah Per Bidang 3 - _
a.
4 Pemberdayaan | b, -
Masyarakat c.
d.
Jumlah Per Bidang 4 i
JUMLAH TOTAL -
Menyetujui Desa..... tanggal....,....;eeevuue.
Kepala Desa, sana Kegiatan ................ Vevesieinenes
Ketua
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FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%)

LOKASI (B)

LOKASI (A) ,

LOKASI (C)
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 40%
KEGIATAN: ..o
LOKASI (A)

i

l 2
h

i LOKASI (B)

SN

LOKASI (C)

e E—— L ———y
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 80%
KEGIATAN: ..o
| 18
| LOKAST (A)
LOKASI (B)

3

l— - LOKASI(C)

|
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%
KEGIATAN: (i

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)

]




XXV. FORMAT GAMBAR PURNA LAKASANA
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GAMBAR
PURNALAKSANA

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

LOKASI

JUDUL GAMBAR

Digambar Oleh
Tira Pelaksana
Kegiatan {Kader
Teknik}

Diperiksa dan
Disetujui oleh :

Tenaga Ahli
Profestonal/ Dinas
Instansi terkait:

Lembir.. oo Diatioee oo Lexabar

g
g
%
e
’;
1.
i
i
i
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran ...........
di Desa........ Kecamatan ............ Kabupaten ............ Provinsi .............
maka pada:
Hari dan Tanggal U PP PSP PPPT PPt
Jam : dari pukul......... s.d. pukul .........
Tempat SO

Teleh diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalem rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari
masyarakat, desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan;

2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan
kegiatan;

3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;

4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan
masyarakat;

=g

..................

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat L e, dari coeeeee

Sekretaris / Notulis:  ..........ocoiil. dari oo

Narasumber : ) U dari .ooooiiiie
2 e dari ..oooooviiiie
S s dari coooviiiiiie
Ao dari ..o
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
(lanjutan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana
tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam
rangka pelaksanaan pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari
Musyawarah Desa ini, yaitu :

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa

Wakil Masyarakat
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XVIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PENYELESAJAN MASALAH

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESATAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan
pembangunan desa, pada hari ini.

Hari/ Tanggal

Tempat :
Telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menyepakati penyelesaian masalah
yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
A. Permasalahan yang dibahas:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta
musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan
menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesain masalah ini, yaitu:

...........................................................................................................................

dapat dipergunakan sebagaimana mestinys.
............... Tanggal,...., ccoeeiyrniinanannns
Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa

Wakil Masyarakat
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DAFTAR PESER A MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

NO

NAMA

ALAMAT

TANDA TANGAN

10.

11,

12.

13.

Q.
on
+
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™ T34t 11 FORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Kabupaten

Desa
Provinsi

Kecamatan :

Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Dilaksanakan/Ada dokumen Tidals dﬂal?:gj::ii/ tidak ada

2
°

Data rencana program dan Kegiatan
pembangunan yang akan masuk ke Desa
Pendataan potensi dan masalah di Desa
Dokumen rekapitulasi gagasan dusun
Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa
Rancangan RPJM Desa

Musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa
Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa
Dokumen pagu indikatif desa

10 [Rancangan RKP Desa

11 |Proposal Teknis dan kelengkapannya

12 iVerifikasi dan pemeriksaan proposal teknis
13 {Daftar usulan RKP Desa

Berita acara tentang hasil penyusunan

rancangan RKP Desa
Berita acara Rancangan RKP Desa melalui

Musrenbang Desa

W (00U jwibd) =

Menyetujui Desa...covviiiiierinnns, Tanggal,....... enres
Kepala Desa, Tim pemantau Masyaralkat

(reemriremrervi i) TN )

Keterangan pengisian
Untuk kegiatan, isi dilaksanalkan atau tidak dilaksanakan
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL

SEKDA 7\

ASISTEN ¢./ /
KA. DINAS fiep: - K
SEKRETARIS

KABID :

: KASUBAG/KASI

Fam s’ g e

LT



